BAB IV

BATAS USIA CAKAP HUKUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Ketentuan Cakap Hukum dalam Hukum Islam

Dalam Islam, kecakapan hukum merupakan kepatuhan seseorang untuk
melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan serta kepatutan seseorang
dinilai perbuatannya sehingga berakibat hukum.'Kecakapan hukum di sini
berkaitan dengan ahliyah al-wujud  (kemampuan untuk memiliki dan
menanggung hak), sedangkan kepantasan bertindak menyangkut kepantasan
seseorang untuk berbuat hukum secara utuh yang dalam istilah figh disebut
ahliyah al-ada (kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak
untuk orang lain). Oleh karena itu, ulama’ ushul figh mendefinisikan
kecakapan bertindak sebagai kepatutan seseorang untuk timbulnya suatu
perbuatan (tindakan) dari dirinya menurut cara yang ditetapkan oleh syara’.2

Usia pra baligh atau yang lebih dikenal dengan sebutan usia sebelum
baligh adalah merupakan suatu istilah yang banyak digunakan oleh ahli figh
maupun ahli psikolog, karena itu adalah sebutan yang erat kaitannya dengan
usia seseorang. Dalam figh usia baligh ini dijadikan sebagai syarat untuk
menjadi seorang mukallaf yaitu seseorang yang sudah dikenai hukum.®

Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan

seseorang telah mencapai kedewasaan. Baligh diambil dari bahasa arab yang

! Ade Manan Suherman, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Pradnya Paramita,
2007), hal. 50

2 Djauharah Bawazir dalam Majalah Umi (Kenakalan Remaja karena Salah Ibu,
Edisi ke- XI), hal.14

® Rasyid Rhidha, Figh Islam, (Jakarta: At-thahiriyah, 1999), cet. XVII, hal. 75
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secara bahasa memiliki arti “sampai” maksudnya telah sampainya usia

seseorang pada tahap kedewasaan.*

. Periode Penentuan Aqil Baligh Dalam Hukum Islam

Pada dasarnya, para ulama’ sepakat bahwa dasar adanya taklif
(pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf adalah akal (Jill) dan
pemahaman (sil'). Seorang mukallaf dapat dibebani hukum apabila seseorang
telah berakal dan dapat memahami taklif secara baik yang ditujukan
kepadanya. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai
taklif karena mereka dianggap tidak dapat memahami taklif dari al-Syar’i.
Termasuk kedalam kategori ini adalah orang yang sedang tidur, anak kecil,
gila, mabuk, khilaf dan lupa.’

Selanjutnya, Ulama’ Usul Figh memberi kesimpulan bahwa syarat
seseorang itu dikenai taklif atau masuk sebagai predikat mukallaf terdapat dua
syarat beruapa:®
1. Orang tersebut harus mampu memahami dalil-dalil taklif.

Ini dikarenakan taklif itu adalah khitab, sedangkan khitab orang yang
tidak memiliki akal dan tidak faham itu jelas tidak mungkin (J\aw).
Kemampuan memahami itu hanya dengan akal, karena akal itu adalah alat
untuk memahami dan menemukan ide (&\,3). Hanya saja akal itu adalah
sebuah perkara yang abstrak (4:8a). Maka al-Syari’ sudah menentukan

batas taklif dengan perkara lain yang jelas dan berpatokan (fuais) yaitu sifat

25

* Ningrum Puji Lestari,Hukum Islam, (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005), hal.

> Chaerul Umam, Ushul Figh I, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 336
® Amir Syariffuddin, Ushul Figh Jilid I. . .., hal. 356-357
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baligh seseorang. Sifat baligh itu adalah tempat pemikiran akal yaitu
mengetahui baik, buruk, manfaat, dan bahaya. Maka orang yang gila dan
anak kecil tidak termasuk mukallaf karena tidak memiliki kemampuan akal
yang mencukupi untuk memahami dalil taklif. Begitu juga dengan orang
yang lupa, tidur, dan mabuk.

. Seseorang telah mampu mempunyai kecakapan hukum (4ai ).

Secara istilah, ahliyyah didefinisikan sebagai kepatutan seseorang
untuk memiliki beberapa hak dan melakukan beberapa transaksi. Maka atas
dasar ini para ulama membagi sifat ahliyyah menjadi dua jenis, yaitu:
Ahliyyah Wujub dan Ahliyyah Ada’. Penjelasan yang lebih rinci adalah
sebagai berikut:

a. Ahliyyah Wujub
Definisi Ahliyyah Wujub adalah kepantasan menerima taklif,’
yakni sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi

haknya tetapi belum cukup untuk dibebani seluruh kewajiban. Kecakapan
semacam ini menurut ulama Figh disebut “4<3”, yaitu suatu sifat yang
secara hukum menjadikan seseorang dapat bertindak dan menerima
kewajiban tertentu. Untuk menentukannya adalah berdasarkan sifat
kemanusiaannya (4xlwi)) yang tidak dibatasi umur, baligh atau tidak,
cerdas atau tidak. Semenjak seseorang dilahirkan dan hidup di dunia

sampai meninggal dunia, ia telah memiliki sifat kecakapan ini.

Kecakapan ini akan hilang apabila nyawanya hilang atau meninggal

" Amir Syarifuddin, Ushul Figh. . ., hal. 357
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dunia. Para ulama usul figh membagi Ahliyah al-Wujub ini menjadi dua
bagian: ®
1). Ahliyyah al-Wujub al-Nagishah (fssdlill s il 4la) yaitu ketika
seseorang masih berada di dalam kandungan ibunya. Janin dianggap
memiliki Ahliyyah al-Wujib yang belum sempurna karena hak-hak
yang harus diterimanya belum dapat menjadi miliknya secara
sempurna sebelum ia lahir ke dunia dengan selamat. Terdapat empat
macam hak seorang janin yang masih di dalam kandungan, yaitu:
a). Hak keturunan ayahnya.
b). Hak warisan dari pewarisnya yang meninggal dunia.
c). Wasiat yang ditujukan kepadanya.
d). Harta wakaf yang ditujukan kepadanya.

2). Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah (ALl ¢ s o)) 2460, yaitu kecakapan

menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai ia
dinyatakan berakal walaupun masih kurang sempurna. Pada periode
ini, seseorang telah menerima kewajiban-kewajiban tertentu, seperti
kewajiban untuk menjaga harta orang tuanya, kewajiban agama yang
berkaitan dengan hartanya seperti zakat, dan kewajiban membayar
ganti rugi yang diambil dari hartanya apabila ia telah merusakkan
harta orang lain.

3). Ahliyyah al-Ada’, yaitu orang yang memiliki kecakapan atau

kelayakan untuk melaksanakan hukum dengan kata lain adalah

® Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002), hal. 211
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kepantasan manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut

hukum. Hal ini berarti bahwa segala tindakan baik dalam bentuk

ucapan atau perbuatan telah memiliki akibat hukum. Kecakapan

berbuat hukum terdiri dari tiga bagian yaitu: °

a). Adim al-Ahliyah, yaitu hal keadaan tidak cakap sama sekali, yakni
manusia sejak lahir sampai mencapoai umur tamyiz. Manusia
dalam batas umur ini belum dituntut untuk melaksanakan hukum.
Oleh karena itu ia tidak wajib untuk melaksanakan shalat, puasa,
dan lainnya. Disamping perbuatan anak-anak dalam umur ini tidak
dikenakan hukum maka semua akibat pelanggaran yang merugikan
orang lain ditanggung oleh orang tua.

b). Ahliyyah al-Ada’ al-Nagishah (a8l <)) ZJaf)  yaitu
kecakapan berbuat hukum secara lemah dan belum sempurna.
Sedangkan taklif berlaku pada akal yang sempurna. Manusia dalam
batas umur ini maka sebahagian tindakannya dikenakan hukum dan
sebahagian lagi tidak dikenakan hukum. Maka dalam hal ini setiap
tindakan, perkataan dan perbuatan mempunyai akibat hukum antara
lain:

(). Tindakan yang semata-mata menguntungkan kepadanya seperti
menerima pemberian hibah dan wasiat, maka semua tindakan

dalam hal ini dikatakan sah tanpa harus persetujuan wali

% Amir Syarifuddin, Ushul Figh . . ., hal. 359
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(2). Tindakan yang semata-mata mengurangi hak yang ada padanya
dengan pemberian yang dilakukan dalam bentuk hibah,
sadagah, pembebasan hutang jual beli atau sesuatu yang belum
pantas, maka bentuk tindakan tersebut tidak sah

(3). Tidakan yang mengandung keuntungan dan kerugian umpama
jual beli, sewa menyewa, upah mengupah dan lainnya. Maka
tindakan yang dilakukan dalam bentuk ini tidak batal secara
mutlak.

Tindakan mumayyiz dalam hubungannya dengan ibadah
adalah sah karena ia cakap dalam melakukan ibadah, tetapi ia
belum dituntut secara pasti karena ia belum dewasa.

c). Ahliyyah al-Ada’ al-Kamilah (ALl £13Y) Z.la¥) yaijtu kecakapan

berbuat hukum secara sempurna. Yakni manusia yang telah
mencapai usia dewasa yang memungkinkan untuk melaksanakan
segala pembebanan hukum karena ia sudah mampu membedakan
antara yang baik dengan yang buruk.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa syara’ tidak
bermaksud membebani manusia bila masih berada di luar batas
kesanggupan untuk mengerjakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu
segala hukum yang dibebankan terhadap mukallaf dimaksudkan hanya bagi
seseorang yang telah sempurna dalam pandangan hukum. Yakni seseorang
yang aqil baligh dan cerdas. Hal ini dimaksudkan untuk terwujudnya

kemaslahatan dan kebaikan bagi mukallaf sendiri baik di dunia maupun di
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akhirat. Selanjutnya orang-orang yang dianggap belum mencapai aqil baligh
tidak dituntut melainkan telah memiliki kecakapan secara fisik untuk
melakukan berdasarkan batas umur baligh secara maklum.

Terhadap seseorang yang dinyatakan belum mencapai usia aqil
baligh, hukum Islam dalam kadar tertentu masih memberikan kelonggaran.
Sebagaimana yang disyariatkan oleh hadis yang menyatakan ketidak
berdosaan (raf’ul kalam) seorang anak hingga mencapai aqil baligh yang
ditandai dengan ihtilam atau timbulnya mimpi berhubungan layaknya suami

istri pada laki-laki dan haid pada perempuan.®

C. Kriteria Cakap Hukum (Aqil Baligh) Perspektif Madzhabul Arba’ah

Cakap hukum atau dalam Islam disebut aqil baligh merupakan suatu
istilah yang banyak digunakan oleh ahli figh karena hal itu adalah sebutan
yang erat kaitanya dengan usia seseorang. Usia baligh dalam prespektif
ulama’ figh yang dijadikan sebagai standarisasi usia anak untuk menjadi
seorang mukallaf tentunya hal itu tidak akan keluar dari konteks definisi usia
baligh yang dimunculkan oleh ulama Hadis dalam kitab Hadis sendiri.
Kesimpulan hukum itu tidak lepas dari konteks Hadis yang menjadi istimbat
hukum para Ulama’ mereka sebagai marji’ kedua setelah al-Qur’an. Hal ini
semakin jelas dengan adanya definisi usia baligh yang terdapat dalam Hadis

Nabi di riwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya menerangkan

10" Abdurrahman al-Jazari, Kitab Al-Figh Ala Mazdahib Al-arba’ah, Cet. Ke-I,
(Beirut: Dar al-Fikr, T. th.), hal. 11
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tentang batasan-batasan usia anak baligh maupun pra baligh. Berikut

penjelasan tentang definisi tersebut:
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Aku menawarkan diriku kepada Rasulullah saw. Untuk ikut berperang
dalam perang uhud, waktu itu aku berumur empat belas tahun, tetapi
Rasul Saw tidak mempekenankan diriku. Dan aku kembali menawarkan
diriku pada waktu perang khandaq sedangkan aku( pada saat itu)
berumur lima belas tahun, maka Rasul SAW memperkanankan diriku.
Nafi’ menceritakan ,”lalu aku datang kepada Umar Ibnu Abdul Aziz
yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah, dan aku ceritakan
kepadanya Hadis ini, maka ia berkata, sesungghunya hal ini
merupakan batas antara usia anak-anak dengan usia dewasa’.
Kemudian ia menginstruksikan kepada semua gubernur agar mereka
menetapkan kepada orang yang telah mencapai usia lima belas tahun
(sebagaimana layaknya orang dewasa), dan orang yang usianya di
bawabh itu hendaknya mereka di kategorikan sebagai anak-anak.

Selanjutnya keterangan hadis di atas dapat dipahami bahwa kriteria usia

anak yang menentukan aqil baligh baik menurut ahli hadis maupun ahli figh

1 |mam Muslim, Shahih Muslim, juz 11, (Beirut, Libanon : Dar al-Kutub al-limiyah,
1996), hal. 142.
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secara esensial mempuyai satu pemahaman yang sama Yyaitu usia anak yang
belum sampai pada umur lima belas tahun, karena dalam hadis di atas
memandang bahwa umur lima belas tahun adalah umur pembatas antara anak-
anak dan remaja (baligh).
Akan tetapi pemahaman mengenai kriteria batasan usia anak dianggap
baligh menurut ahli hadis dan ahli figh walau secara esensial memiliki
pemahaman yang sama, secara sisi historis dan retorika terjadi perbedaan
pandangan diantara para ulama’. Menurut jumhur ulama umur dewasa itu
adalah lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan. Menurut abu hanifah
umur dewasa bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan
adalah 17 tahun. Maka bila seseorang belum mencapai umur tersebut maka
belum berlaku beban hukum.
Secara lebih rinci, pembatasan usia aqil baligh menurut para ulama’
adalah sebagai berikut; *2
1. menurut mayoritas/jumhur ulama anak telah bermimpi sehingga
mengeluarkan air mani (ihtilam) bagi laki-laki dan datangnya haid bagi anak
perempuan, 2 usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun.

2. Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia baligh minimal yaitu bagi
laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun. Kriteria baligh bagi laki-

laki yaitu ihtilam yaitu mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga,

12 Al Dardiri, al Syarh al Kabir Hasiyah Dasuki, Jilid 111, (Mesir: Al Babi al Halabi,
t.thn.), hal. 393

13 Al Imam Jalaluddin al Mahaly dan Jalaluddin as Suyuthi, Tafsir al Qur'an al
Karim, Juz I, (Beirut: Daar al Fikr, 1998), hal. 98
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keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan bagi perempuan
berumur usia 9 tahun ( usia wanita yang biasanya wanita sudah haid ).**

3. Menurut Imam Malik, batasan umur baligh bagi laki-laki dan perempuan
adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18
tahun. Tiga batasan baligh ini menggunakan prinsip mana yang dahulu
dicapai atau dipenuhi oleh si anak. Lebih terinci lagi Madzhab Malikiyyah
memberikan kriteria baligh ada 7 macam. Yang 5 yaitu bagi laki-laki dan
perempuan, sedangkan yang 2 macam khusus bagi perempuan.

Kriteria baligh khusus bagi perempuan adalah haidh dan hamil.
Sedangkan kriteria baligh yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan
adalah:

a. keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga
b. tumbuhnya rambut di sekitar organ intim

c. tumbuhnya rambut di ketiak

d. indra penciuman hidung menjadi peka

e. perubahan pita suara.

Apabila karena sesuatu hal sehingga kriteria baligh tersebut tidak
muncul maka batasan usia yang dipakai adalah umur genap 18 tahun atau
usia genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.

Terkait tumbuhnya rambut pada area organ intim yang menjadi tanda
balighnya seseorang, terjadi ihtilaf  Ulama’. Madzhab Hanafiyyah

berpendapat bahwa tumbuhnya rambut pada organ intim bukan merupakan

1 Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubhi, al Jami’ li Ahkam al Qur an,
Jilid V, (Beirut: Daar al Fikr, t.thn.), hal. 37
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tanda baligh secara mutlak. Madzhab Hanabilah dan satu riwayat dari Abu
Yusuf dari madzhab Hanafiyyah berpendapat bahwa tumbuhnya rambut
pada organ intim merupakan tanda baligh secara mutlak.

Madzhab Malikiyyah terpecah menjadi dua pendapat, pendapat pertama
mengatakan bahwa tumbuhnya rambut pada organ intim merupakan tanda
baligh secara mutlak, dan inilah pendapat yang masyhur dalam madzhab
Malikiyyah. Pendapat kedua mengatakan bahwa tumbuhnya ranbut pada area
organ intim merupakan tanda baligh yang menyangkut hak-hak anak Adam
dalam beberapa hukum seperti gadzaf (menuduh wanita baik-baik telah
berbuat zina), potong tangan, dan pembunuhan. Adapun yang menyangkut
hak-hak kepada Allah ta’ala, maka tumbuhnya rambut pada area organ intim
bukanlah sebagai tanda baligh.

Madzhab Syafi’iyyah berpendapat bahwa tumbuhnya rambut pada
organ intim merupakan tanda baligh untuk orang kafir. Adapun bagi
muslimin, maka mereka berbeda pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa
hal tersebut merupakan tanda baligh sebagaimana orang kafir, dan pendapat

lain mengatakan bahwa hal tersebut bukan tanda baligh. *°

D. Implementasi Aqgil Baligh Dalam Hukum Islam
Korelasi antara kriteria aqil baligh setiap orang menjadi sangat penting
apabila dikaitkan dengan praktik-praktik ibadah mahdhah maupun ubudiah,

ibadah yang terkait hubungannya antara manusia dengan Allah ataupun

> Ibn Abidin, Hasyiyah Rad al Mukhtar “ala Dur al Mukhtar, Jilid V, (Mesir: Al
Babi al Halabi, t. thn)., hal. 107
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manusia dengan manusia lainnya. Karena dari segi aqil baligh inilah
selanjutnya dapat dijadikan sebagai suatu parameter apakah seseorang dapat
dibebani tanggung jawab hukum seperti kewajiban shalat, zakat, haji dan lain
sebagainya.

Berangkat dari hal inilah yang kemudian menjadikan para ulama’
mengkaji dasar hukum dari al-Qur’an dan hadis untuk memperoleh kejelasan
hukum mengenai batas usia seseorang dapat dinyatakan baligh sehingga dapat
dijadikan hujjah bagi kaum muslim.

Namun karena dalam penggalian hukum tersebut, setiap ulama’
memiliki metode penggalian hukum (istinbat) yang berbeda-beda, maka faktor
inilah yang kemudian menjadikan perbedaan pendapat diantara kalangan
ulama’ dalam penentuan batas usia aqil baligh seseorang untuk dapat dibebani
suatu perkara atau tanggung jawab hukum.

Diantara salah satu perbedaan pendapat tersebut adalah ihtilaf ulama’
terkait praktik dimana seseorang dinyatakan dapat memperoleh harta
berkenaan dengan kriteria batasan umurnya. Perbedaan tersebut berakar dari

perbedaan ulama’ dalam memahami firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 6:
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Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai
memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas
kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya)
sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemeliharaan itu)
mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak
yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan
harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan
harta kepada mereka, maka hendaknya kamu adakan saksi-saksi
(tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai
pengawas (atas persaksian itu).'®
Golongan ulama di kalangan Imam asy-Syafi’i mengatakan bahwa
menyerahkan harta kepada orang yang sudah baligh hanya dapat dilakukan
setelah mencapai tingkat cerdas, maka tidak diberikan meskipun telah lanjut
usia. Golongan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa harta baru dapat
diserahkan hanya kepada orang dewasa yakni setelah mencapai usia 25 tahun
meskipun belum memiliki tanda-tanda kecerdasan. Atas pandangan Abu
Hanifah berargumen bahwa ayat tersebut di atas disebutkan dalam bentuk
nakirah (umum). Jadi bila syarat tersebut telah ada secara nyata dalam satu
bentuk maka wajiblah berlaku apa yang disyaratkan.
Hal ini dikuatkan lagi oleh pengikutnya degan berargumen bila
seseorang telah sampai usia dewasa dan telah diperhitungkan secara hukum
mengenai iman dan kafirnya, maka telah sampai untuk melakukan ikhtiarnya

sendiri sehingga dengan batas umur 25 tahun menjadi usia matang dalam

mengelola harta.!” Selain perbedaan pendapat mengenai batas usia seseorang

16 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: t., p., t., th.)
¥ Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Empat Madzhab, (Jakarta: Lentera, 2001),
hal. 287
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diperbolehkan untuk mengelola harta, para Ulama’ juga membahas beberapa
hal terkait batas usia kecakapan dari segi munakahat, muamalah, dan jinayah.
1. Ketentuan Batas Usia Cakap Dalam Munakahat

Mengenai ketentuan batas usia seseorang diperbolehkan menikah
memang tidak dapat ditemukan ayat Al-Qur’an yang secara jelas
menyebutkan mengenai batasan usia seseorang diperbolehkan untuk
menikah. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat
an-Nisa ayat 6 di atas.

Namun Berdasarkan keterangan sejarah bahwa Abu Bakar
menikahkan Aisyah kepada Nabi sewaktu usianya masih enam tahun,
kemudian Nabi baru mencampurinya ketika Aisyah berusia sembilan
tahun, semua itu menunjukkan bahwa ayah lebih berhak untuk
menikahkan anak gadisnya sendiri.*®

Bolehnya seorang bapak untuk menikahkan anak gadis kecilnya
yang telah baligh merupakan ijma’ ulama, atau minimal ijma’ shohabat.
Beberapa atsar menunjukkan bahwa para shahabat biasa menikahkan
anaknya pada usia dini tanpa ada yang saling mengingkari perbuatan
tersebut. Dengan demikian para sahabat tidak memandang hal tersebut
sebagai larangan Nabi SAW, di antara atsar tersebut adalah:*

a. Ali bin Abi Tholib menikahkan anaknya Ummu Kultsum dengan

Umar bin al-Khattab ra pada saat umurnya belum baligh.

8 Syifa’al iyyi bi tahqiq musnad al imam asy-syafi’i, jilid 11, (t.t., t. th.), hal. 18
19 Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai
Indonesia), (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hal. 20
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b. Zubair menikahkan anak perempuannya yang masih kecil ketika
dilahirkan.

Walaupun pada kenyataannya hukum Islam tidak membatasi usia
seseorang diperbolehkan menikah, namun kebolehan ini harus dipandang
secara integral dan holistik. Hukum Islam dengan jelas mengkonsep
pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad
nikah dengan tujuan bersifat langgeng, terjalin keharmonisan diantara
suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-
masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Pembolehan bagi
seorang bapak kandung (wali) untuk menikahkan anak gadisnya yang
masih kecil tentunya harus mempertimbangkan maslahat dan hikmah dari
pernikahan tersebut. Kemaslahatan disini  dimaksudkan adalah
kemaslahatan bagi anak gadis tersebut, yaitu berupa tercapainya tujuan-
tujuan pernikahan sebagaimana yang disebut di atas.

Perlu diketahui bahwa pernikahan Rasulullah SAW dengan
Aisyah pada usia dini adalah pernikahan yang penuh dengan hikmah dan
tujuan yang agung. Di antara hikmah pernikahan tersebut yaitu Rasulullah
SAW menyiapkan istrinya sebagai da ‘iyah, muballighoh, dan murabbiyah
yang membantu kesuksesan dakwah dan penyampaian risalah. Aisyah ra
memiliki kecerdasan yang tinggi di usia yang masih muda adalah masa
yang tepat untuk belajar karena hafalan lebih kokoh dan kemampuan
merekam pelajaran lebih maksimal. Di samping sebagai pendamping

hidup Rasulullah, Aisyah adalah murid dalam madrasah kenabian. Nabi
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mengajarkan Aisyah secara khusus berbagai permasalahan agama terutama
berkaitan dengan urusan prifat rumah tangga dan figih kewanitaan. Peran
Aisyah kemudian adalah menjadi juru bicara Nabi (da’iyah) yang
menjelaskan hal tersebut kepada shahabat pada umumnya dan pada
shohabiyah khususnya serta para fabi’in (generasi setelah shahabat) yang
belajar kepada beliau. Sejarah membuktikan peran dan kontribusi Aisyah
dalam mewariskan sunnah Rasulullah dengan meriwayatkan sebanyak
2210 hadis.

Hikmah lain pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW
adalah untuk memperkuat hubungan kekerabatan dan kedekatan keluarga
antara beliau SAW dengan shahabat beliau yang paling utama yaitu Abu
Bakar as-Shiddig.?°
. Implementasi Cakap Hukum Dalam Muamalah Perspektif Ulama’

Pada mayoritas masyarakat, melibatkan anak-anak yang belum
agil baligh dalam urusan muamalah telah menjadi sesuatu yang umum.
Seperti jual-beli, peristiwa tersebut berlangsung begitu saja dan seolah-
olah menjadi hal yang sangat wajar. Kemudian bagaimanakah hukum
Islam mengatur muamalah yang dikaitkan dengan keterlibatan anak-anak
yang tergolong belum agqil baligh di dalamnya menurut ulama’. Berikut ini

akan dijabarkan dengan rinci:*

% bid., hal. 20
2! Rahmat Syafei, Figh Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal 73
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a. Menurut madzhab Syafi’iyyah, transaksi yang dilakukan anak kecil
tidak sah hukumnya, baik seorang anak tersebut telah mencapai batas
tamyis atau belum, mendapat izin dari wali atau tidak.

b. Sufyan as Sauri, Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa
transaksi tersebut hukumnya sah jika di sertai izin dari wali. Bahkan
menurut pendapat Ahmad dan Ishag menyatakan bahwa “transaksi yang
di lakukan anak kecil hukumnya sah meski tanpa izin dari wali”.??

Anak kecil diperbolehkan dan sah dalam melakukan transaksi
dalam dua kondisi yaitu:*®

1). Transaksi jual beli barang yang nilainya murah. Transaksi ini sah
meski anak tersebut belum baligh. Contoh barang yang nilai murah
adalah sepotong kue dan permen.

2). Transaksi yang dilakukan dengan seizin orang tua. Menurut
pendapat madzhab Hanbali yaitu kecuali jual beli barang yang
nilainya remeh, misalnya satu potong kue, satu ikat sayuran, atau
satu biji permen. Jika bukan barang yang nilainya remeh, transaksi
yang dilakukan oleh anak yang sudah tamyiz itu sah, asalkan orang
tuanya mengizinkannya.

3. Implementasi Batas Usia Cakap Hukum Dalam Jinayah (Pidana Islam)

Jinayah merupakan sebutan bagi tindak pidana dalam Islam.

Menurut etimologi jinayah berarti melukai, berbuat dosa, dan kesalahan.

2 1bid., hal. 74
2 1bid., hal. 76
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Sedangkan secara terminologi jinayah ialah larangan-larangan syara’ yang
diancamkan oleh Allah dengan jenis hukuman had atau 7a zir.**

Akan tetapi hukuman had dan takzir tersebut hanya diberlakukan
bagi orang yang telah mukallaf. dalam kitab-kitab figh ditegaskan bahwa
tidak dibenarkan menyeret anak ke meja hijau. Namun apabila seorang
anak melakukan kesalahan, seorang anak harus tetap dihukum dengan
hukuman yang berbeda dengan orang dewasa. Dalam bahasa figh disebut
ta’dib (pembinaan), bukan 7« zir atau had. *®

Hukum Islam memberikan hak kepada wali al-amr (penguasa)
untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pandangannya. Para
fugaha menerima hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai hukuman
mendidik.?® Dalam menentukan hukuman, penguasa berhak menjatuhkan
hukuman sebagai berikut:

a. Memukul Si anak

b. Menegur dan mencelanya

c. Menyerahkan kepada wali

d. Menaruh anak pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-anak
nakal

e. Menempatkannya pada suatu tempat dengan pengawasan khusus.?’

4. Persaksian anak Pra Baligh Dalam Ketentuan Jinayah (Pidana Islam)

2 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005),
hal. 7

% Abdurrahman al-Jazari, Kitab Al-Figh Ala Madzahib Al-arba’ah, (Beirut: Dar al-
Fikr, t. th.), hal. 11

%6 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Saru
Islam Hoeve, 1997), hal. 225

?" Ibid., hal. 258
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Hukum acara dalam jinayah diatur dalam figh murafa’at. Dalam
figh murafa’at diatur mengenai ketentuan-ketentuan tentang tata cara
bagaimana seseorang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan
keadilan hukum. Figh Murafa’at merupakan salah satu bagian dari figh
Islam yang memiliki pokok bahasan tentang permasalahan hukum-hukum
peradilan, tuntutan hukum, persaksian, sumpah, dan lain-lain. Tujuannya
mengatur prosedur penegakan keadilan antara manusia dengan syaria’at
Islam.?

Dalam suatu hukum acara persidangan, kehadiran saksi merupakan
salah satu komponen penting yang harus ada. Karena dari persaksian inilah
kemudian akan diperoleh keterangan-keterangan yang mengarahkan pada
suatu fakta peristiwa yang sebenarnya. Terkait dengan pentingnya peran
saksi dalam hukum acara persidangan, hukum Islam memandang baligh
merupakan salah satu syarat mutlak diterimanya persaksian seseorang.
karena seorang anak kecil tidak sah menjadi wali, apalagi menjadi wali
orang lain sehingga persaksian mereka tidak dapat diterima.?

Pendapat yang sama juga terdapat pada madzhab Hanbali juga
menyatakan bahwa persaksian anak-anak walaupun telah mumayyiz tetap
ditolak. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik, kesaksian anak yang

telah mumayyiz diterima terbatas pada perkara penganiayaan, akan tetapi

%8 Ahmad Sarwat, Seri Figh Kehidupan I, (Pengantar llmu Figh), (Jakarta: DU
Publishing, 2011). hal. 45

% Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum
Positif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 246
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dengan syarat seorang anak tersebut belum meninggalkan tempat
menyaksikan perkara tersebut.*°
Berdasarkan beberapa pandangan ulama dalam menentukan batas usia
kecakapan hukum (baligh) vyang telah diuraikan di atas, baik
implemementasinya dilihat dari sudut munakahat, muamalah ataupun jinayah,
maka pertanggungjawaban dalam hukum Islam untuk berbuat dan memikul
kewajiban menggunakan beberapa kriteria yaitu "agil, baligh, mumayyiz,
fahmul mukallaf dan ikhtiyar, sedangkan untuk menerima hak seseorang hanya
disyaratkan masih mempunyai nyawa, berlaku sejak berwujud janin di dalam
rahim dengan mempertimbangkan kemanfaatan, kemaslahatan, dan keadilan.
Sejauh ini perbedaan pendapat para ulama’ dalam menentukan batas
usia baligh seseorang tidaklah menimbulkan masalah dikarenakan adanya
ketentuan taqlid terhadap pendapat ulama’ yang diyakini pendapatnya. Akan
tetapi perbedaan pendapat tersebut akan menjadi masalah apabila adanya talfiq
atau penggabunga pendapat beberapa ulama madzhab dalam satu amalan untuk
mencari-cari pendapat yang mudah (fatabbu’ ar-rukhash) dengan sengaja.
Karena dikhawatirkan akibat dari talfig yang seperti demikian akan terjadinya
mafsadah yang berupa pengabaian tuntutan-tuntutan syara’. Maka dari itu,
perbedaan ulama’ terkait batasan seseorang dikatakan cakap hukum (baligh)

harus disikapi dengan baik untuk mempertimbangkan kemaslahatan.

% 1bid., hal. 36-37



